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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA
PECERAIAN IBU MURTAD

MASTRIAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun,
dalam kenyataannya, perkawinan tidak selalu berjalan harmonis, terkadang
sebuah rumah tangga mendapatkan konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi
akan menimbulkan perceraian. Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan
ikatan perkawinan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan
anak yang berubah menjadi pengasuhan. Karena itu, jika perkawinan dipecahkan
oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama
anak yang masih dibawah umur. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a):
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah
hak ibunya. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah tinjauan hukum islam
terhadap hak asuh anak pasca perceraian ibu murtad dan apakah dasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak karena ibu murtad. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pada pokoknya dilakukan
dengan cara meneliti suatu aturan perundang-undangan, perspektif fikih,
penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi
hukum positif, dan menganalisa data sekunder.

Hasilnya adalah bahwa kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari
pasangan yang cerai apalagi sang ibu murtad (keluar dari agama lIslam) yaitu
perceraian tidak lepas dari dampak negatif, dimana anak kehilangan kasih sayang
yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang
hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya seorang atau ibunya seorang.
Konsekuensi pasca terjadinya cerai dan sang ibu murtad terhadap anak yaitu
munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan beda
agama. Kewajiban memelihara anak setelah perceraian dalam istilah fikih disebut
hadanah. Secara yuridis normatif, keutamaan ibu mengasuh anak secara eksplisit
diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, perspektif fikih, dan hukum
postif. Hakim dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai salah satu landasan
hukum dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Cerai, Murtad
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munawar (2015, 24) mengatakan bahwa Perkawinan adalah “ikatan lahir
batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami dan
istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”!

Hukum islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah “suatu akad yang
sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan
ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan warahmah.” Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam
pembinaan sebuah keluarga, yang di dalamnya terdapat unsur keluarga yaitu;

suami, istri dan anak.

Rofiq (2021, 97) mengatakan bahwa “Hak dan masa pengasuhan anak
hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan
mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang baik,

sehingga anak harus di jaga agar tidak sampai membahayakannya. Selain itu ia juga

1 Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di
Indonesia, Jurnal al adi, Vol.7 No.13, hal. 24



harus tetap di beri nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat

merusaknya.””2

Dalam hukum perkawinan Islam hak dan kewajiban yang dimaksud, salah
satu diantaranya adalah kewajiban dantanggung jawab moril dan materil dari orang
tua terhadap anak. Anak adalah amanah dari Allah SWT yang wajib dipelihara,
dididik dan diberi bekal agar dapat menjadi manusia dewasa secara fisik dan
mental, yang mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah

SWT, orang tua dan masyarakat di lingkungannya.

Anak merupakan hal yang paling berharga dalam pembangunan suatu
bangsa, dan keutuhan dalam berkeluarga karena anak merupakan generasi penerus
dari orang tuanya. Oleh karena itu anak harus dilindungi, diawasi, dan diberi
perlindungan dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut bisa tumbuh dan
berkembang dengan baik. Anak akan baik apabila dijauhi dari lingkungan yang
buruk, dan begitu juga sebaliknya anak akan tumbuh baik apabila hidup
dilingkungan yang baik pula. Seorang anak akan bahagia jika berada dalam asuhan

kedua orang tuanya.

Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik
akan membuat anak tersebut tumbuh dengan kepribadian yang baik, serta

mempersiapkan diri anak tersebut dalam menghadapi kehidupan di masa datang.

2 Rofiq, 2021, Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama
(Murtad). Journal of Islamic Studies and Humanities, VVol.6 No.2, hal. 97



Hal itu hanya bisa terwujud jika kedua orang tuanya tetap bersatu dalam
sebuah rumah tangga. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak
sedikit suami istri yang terpaksa menempuh jalan dan memutuskan untuk bercerai.

Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya

perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban.

Mengasuh anak adalah kewajiban orang tua. Sebagai mana Allah SWT
mewajibkan setiap orang beriman untuk memelihara diri dankeluarganya termasuk
istri dan anak dari api neraka. Hal itu bisa terwujud jika kedua orang tuanya tetap
bersatu dalam sebuah rumah tangga. Artinya, ketika terjadi perceraian kedua orang
tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak setelah

terjadi perceraian dalam figih biasanya dikenal dengan istilah hadanah.

Prioritas pemberian hak asuh anak padaibu terjadi jika ayah dan ibu sama-
sama beragama Islam dan keduanya mampu menjamin dan mengasuh anaknya
meski telah bercerai. Secara biologis, anak masih sangat membutuhkan ibunya dan
secara psikologis anak biasanya lebih dekat pada ibunya. Prioritas pemberian hak
asuh pada ibu, perlu dikaji kembali jika ibu mempunyai perilaku buruk dan tidak
mampu memelihara anak, atau ibu telah pindah agama selain Islam. Mengingat
tujuan utama dalam pengasuhan adalah untuk memberikan perlindungan,
perawatan, dan penjaminan terhadap perkembangan anak, baik secara fisik, mental,
maupun spiritual. Bahkan dari sisi religius, orang tua memiliki kewajiban untuk
menyelamatkan akidah anak dengan pengetahuan tentang agama Islam.”?

Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Antara lain dijelaskan dalam pasal 149 (d), yang menyatakan salah satu dari hak

dan kewajiban suami istri yang sudah bercerai wajib memberikan biaya hadanah

3 Efendi Z, 2020, Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang
Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P. dt. G/2013/PA/ Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.2 No.1,
hal.22



untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam pasal 156 KHI,
menyebutkan kepada siapa anak itu akan diasuh ketika ibunya meninggal dunia
Kemudian dalam pasal 105 KHI, menyebutkan bahwa hak asuh (hadanah) anak
berada di pengasuhan ibu ketika anak itu belum mencapai usia mumayyiz,
sedangkan untuk anak yang sudah mencapai umur mumayyiz, maka anak
diperbolehkan untuk memilih kepada siapa anak itu ikut kepada ibunya atau

bapaknya.

Mengenai pasal 105 ini ada pengecualian yaitu apabila ibu terbukti telah
murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka hak ibu untuk memelihara
anak akan gugur. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.
210/K/AG/1996. Dengan adanya Y urisprudensi MA tesebut, sudah bisa dipastikan
bahwa ibu yang murtad tidak akan memperoleh hak asuh anak meskipun anak itu
masih belum berusia 12 tahun.”*

Permasalahan mengenai Islam sebagai syarat bagi pelaku hadanah imam
An- Nawawi berpendapat bahwa hak asuh tidak diberikan kepada orang tua yang
kafir. Artinya, seorang ibu yang kafir (baik murtad maupun beda agama) tidak
berhak melakukan hadanah terhadap anak nya yang beragama Islam. Sedangkan
ulama mazhab lainnya sepakat bahwa ibu yang kafir boleh melakukan hadanah.
Dengan demikian murtad maupun beda agama tidak dapat membatalkan hak bagi
pelaku hadanah, dan kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan berpengaruh

karena perbedaan agama.

Permasalahan yang muncul adalah ketika kepada siapakah anak itu diasuh,
jika status ibu tersebut murtad. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)adadua pasal

yang mengatur tentang pengasuhan anak (hadanah). Pasal 105 KHI mengatur

4 www.hukumonline.com. diakses pada tanggal 16 November 2022
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mengenai kepada siapa anak itu diasuh ketika anak itu mumayyiz atau belum
mumayyiz dan pasal ini juga menjelaskan tentang apabila sang ibu murtad tidak
mendapatkan hak asuh tetapi pasal ini juga memiliki kelemahan dalam sisi HAM
bagi sang ibu yang tidak memiliki hak asuh apalagi sang anak yang belum
mumayyiz sangat membutuhkan sosok seorang ibu Sedangkan pasal 156 KHI
mengatur tentang hak asuh anak ketika ibunya tidak ada (meninggal). Dalam kedua

pasal tersebut, kiranya belum menjawab permasalahan di atas.

Bahkan dalam pasal 116 KHI menyebutkan bahwa salah satu tentang alasan
perceraian adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat serta membahas
mengenai: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK

PASCA PERCERAIAN IBU MURTAD.



B. Rumusuan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun

yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak?
2. Apakah dasar hukum dan pertimbangan Hakim pengadilan agama dalam

memutuskan hak asuh anak terhadap ibu murtad?
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan
permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik pembahasan dalam penelitian
ini bersangkutan dengan implikasi yang timbul dari perbedaan antara hukum islam

dan KUHPer.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan

yang jelas tentang:

1. Tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak.
2. Dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam
memutuskan hak asuh anak terhadap ibu murtad.

D. Definisi Konseptual

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Murtad adalah sikap mengganti suatu agama yang dilakukan oleh seseorang,



sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka
penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan
hukum normatif. Dilakukan pendekatan ini karena bersifat deskriptif atau
menggambarkan.”®
2. Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data
sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan
perundang-undanganyang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, danbuku-

buku lain.

Data yang berasal dari dari bahan-bahan hukum sebagai data utama
yang diperoleh dari pustaka, antara lain:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri
dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Al quran, Al
Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dan Kitab
Undang-Undang Acara Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

5 Yayan Sofyan, 2010, Pengantar Metode Penelitian, UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat,
hal.30



Y aitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil

penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan datayang digunakan yaitu
melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan
data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber
kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian,serta mempelajari bahan-bahan
tertulis yang adakaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku
ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait

dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari sumber hukum vyang dikumpulkan
diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan
data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak
tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan
pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut
dikontruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif,
yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang

dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada

6 Sumandi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, hal. 18



keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan

dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulis skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Permasalahan, ruang
Lingkup dan Tujuan penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian,
Serta Sistematika Penulisan.

BAB Il: Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat
kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas

BAB Ill: Pembahasan yang berisikan tentang tinjauan hukum Islam tentang hak
asuh anak dan dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama
dalam memutuskan hak asuh anak terhadap ibu murtad.

BAB IV: Penutup Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
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